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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1.  Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Kupang 

dalam laporan keuangan tahun anggaran 2015 dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Laporan keuangan Pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2015 belum 

sesuai SAP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang  

dibuktikan dengan belum dibuatnya 1 (satu) komponen laporan 

keuangan, yaitu : Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). 

2. Setelah dibuat perbandingan komponen antara laporan keuangan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan komponen laporan 

keuangan Pemerintah Kota Kupang tahun anggaran 2015 ditemukan 

beberapa akun yang belum dicatat oleh laporan keuangan Pemerintah 

Kota Kupang tahun anggaran 2015, antara lain : (i) pada komponen 

Neraca belum dibuatnya akun Dana Cadangan dan akun Kewajiban 

Jangka Panjang, dan (ii) komponen Laporan Perubahan Ekuitas ada akun 

yang belum dicatat yaitu akun Koreksi Nilai Persediaan dan akun 

Revaluasi Aset Tetap. 

3. Setelah dibuat perlakuan perkiraan pada pencatatan basis kas dan basis 

akrual, Pemerintah Kota Kupang tahun anggran 2015 telah menerapkan 
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sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 

Pencatatannya. 

4. Faktor atau kendala dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pemerintah Kota Kupang sebagai berikut : (i) staf 

pengelola laporan keuangan belum memahami mengenai SAP Berbasis 

Akrual, (ii) kurangnya perhatian pemimpin terhadap pelatihan dan 

kursus tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, dan 

(iii) masih rendahnya komitmen pemimpin dalam penerapan SAP 

Berbasis Akrual yang dibuktikan dengan penempatan staf pengelola 

laporan keuangan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, 

hanya 4 (empat) sarjana lulusan jurusan akuntansi dari total 10 (sepuluh) 

orang pegawai pengelola laporan keuangan,   

 

6.2.  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang diberikan 

sebagai langkah perbaikan sebagai berikut : 

1. Penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar harus memiliki 7 

(tujuh) komponen laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010, khususnya komponen Catatan atas Laporan 

Keuangan sehingga bisa meningkatkan transparansi dan pemahaman 

yang lebih baik terhadap informasi keuangan pemerintah. 

2. Pemerintah Kota Kupang harus mengkaji lebih dalam tentang kebijakan 

akuntansi dan sistem akuntansi yang diterapkan pada SAP Berbasis 

Akrual mengenai akun-akun yang belum dicatat pada Neraca dan 
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Laporan Perubahan Ekuitas, akun-akun tersebut harus dicatat meskipun 

nilai akun tersebut nihil, dengan begitu penerapan standar akuntansi 

pemerintahan berbasis akrual sudah diterapkan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

3. Perlu diadakan pelatihan/kursus atau bimbingan teknis secara 

berkesinambungan mengenai akuntansi berbasis akrual sehingga staf 

pengelola laporan keuangan memiliki pemahaman yang sama dalam 

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang didukung 

dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 dan merekrut atau 

menambah staf pengelola laporan keuangan yang memiliki kompetensi 

sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan badan keuangan 

daerah, yaitu jurusan akuntansi. 
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